
 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 9                                                Tahun : 2013  

                          

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44);  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

59); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71       

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan      (Lembaran      Negara  
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Republik Indonesia Tahun 2010              

Nomor 123, Tambahan Lembaran            

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri              

Nomor 13 Tahun 2006 tentang             

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa            

kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas     

Peraturan Menteri Dalam Negeri              

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul  Nomor 2 Tahun                   

2008 tentang Urusan Pemerintah            

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01           

Seri E) sebagaimana telah                       

diubah  dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul  Nomor 8  

Tahun  2010 tentang Perubahan                

Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan                

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07             

Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-

POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai 

wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 
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13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD. 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi SKPD. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 
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22. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 

diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam 

proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja 

perangkat daerah/unit kerja. 

23. Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yang 

diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 

mengeluarkan barang. 

24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  

25. Entitas Akuntansi adalah unit perangkat daerah Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan dalam entitas pelaporan. 

26. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu 

atau beberapa program. 

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah  Daerah (RKPD) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati yang bertugas membantu Bupati dan 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan naskah APBD, Perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 
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30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas anggaran sementara yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD, sebelum disepakati dengan 

DPRD. 

32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai 

dasar penyusunan APBD. 

33. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. 

34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan 

pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut 

dilakukan dengan perspektif lebih dari satu tahun 

anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya 

akibat dari keputusan yang bersangkutan pada tahun 

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.  

35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan 

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 

tahun yang direncanakan guna memastikan 

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui 

dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 

berikutnya. 
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36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunanaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. 

37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah 

penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan 

secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna 

melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan 

pada prinsip pencapaian efesiensi alokasi dana. 

38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di 

bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan nasional. 

39. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 

yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

40. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis          

sumber   daya  tersebut   sebagai  masukan  (input)  untuk  
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